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Abstact

Sexual violence is a crime against humanity, violations of human rights and gender-based violence. Meanwhile since the 1998-2013
National Commission on Violence Against Women has been monitoring and documentating 15 (fifteen) forms of sexual violences.
National Commission on Violence Against Women was classifying all forms of sexual violence from 15 forms into 6 sexual violences
based on common elements in criminal offense. So far the handling cases of sexual violence faced barrier to prevention, protection,
recovery of victims, rehabilitation of offenders, and the criminal justice procedure of law. State should be responsible quickly to enact
Law on Elimination of Sexual Violence, as part of country’s efforts in implementing the principles of due diligence.

Keywords: due diligence, the fact of the incident on 15 forms of sexual violance, classifying of 6 sexual violence based on common
elements of the criminal offense, subtance of draft of law on Elimination of Sexual Violence.

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan berbasis gender.
Sementara itu sejak 1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan dan pendokumentasian, menemukenali sebanyak
15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk
kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kesamaan unsur delik pidananya. Sejauh ini penanganan
kasus kekerasan seksual mengalami hambatan dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, belum
adanya hukum acara peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk segera menyusun
Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai upaya negara dalam menjalankan prinsip due diligence.

Kata kunci: due diligence, fakta kejadian ke-15 bentuk kekerasan seksual, penggolongan 6 delik pidana kekerasan seksual, muatan
materi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

UDC: 305

Pendahuluan

Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia
pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan
beradab dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung arti
bahwa manusia yang dilahirkan harus diperlakukan
secara adil dan beradab serta memperoleh keadilan
dalam pemenuhan hak ekonomi sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Hal ini diperkuat di dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) dalam alinea
keempat memuat cita-cita bangsa Indonesia, bahwa
untuk membentuk suatu pemerintah Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan mencerdaskan  kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
keadilan sosial.

umum,

dan
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Selain itu Indonesia sebagai anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa turut meratifikasi sejumlah konvensi
internasional tentang hak asasi manusia salah
satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum
19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan pada Sidang
ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan
Diskriminasi Terhadap Perempuan pada Rekomendasi
Khusus point 23 huruf b menyatakan bahwa negara-
negara peserta harus membuat peraturan perundang-
undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam
rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan
bentuk-bentuk lain dari kekerasan berbasis gender,
untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap
perempuan serta untuk menghargai integritas dan
martabatnya. Perlindungan dan perangkat pelayanan
yang tepat harus disediakan bagi korban-korban.
Pelatihan sensitif gender kepada aparat pengadilan
dan penegak hukum serta petugas sangat esensial bagi

efektifnya pelaksanaan konvensi ini.

Kemudian pada huruf t (i) negara-negara peserta
harus mengambil tindakan-tindakan hukum yang efektif,
termasuk sanksi pidana, bantuan perdata dan pemberian
kompensasi untuk melindungi perempuan dari segala
bentuk kekerasan termasuk antara
dan penganiayaan dalam keluarga, penyerangan dan
pelecehan seksual di tempat kerja. Selain itu pada huruf
t (iii) dikatakan negara harus mengupayakan usaha
perlindungan, termasuk mengungsikan, konseling,
rehabilitasi dan pelayanan bantuan perempuan korban
kekerasan atau berisiko mengalami kekerasan.

lain kekerasan

Hasil pemantauan dan pendokumentasian Komnas
Perempuan sejak tahun 1998-2013 telah menemukenali
sebanyak 15 bentuk kekerasan seksual. Ke-15 bentuk
kekerasan seksual tersebut adalah:

Perkosaan

Pelecehan seksual

Eksploitasi seksual

Penyiksaan seksual

Perbudakan seksual

Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
Prostitusi paksa

Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan aborsi

Pemaksaan perkawinan

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan
diskriminasi perempuan lewat aturan
Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa
seksual
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14. Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang
membahayakan perempuan

15. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi
Sementara itu penanganan kasus kekerasan

seksual mengalami hambatan pada struktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukum. Hambatan pada
struktur hukum misalnya aparat penegak hukum ketika
berhadapan dengan korban seringkali menggunakan
asumsi dan menyalahkan korban. Penyidik menyalahkan
korban seperti korban pantas mengalami kekerasan
seksual karena korban menggunakan rok mini, korban
berada di jalan umum pada waktu malam, pertanyaan
mengapa korban tidak berteriak ketika mengalami
kekerasan seksual, mengapa korban tidak langsung
melaporkan kasusnya kepada polisi terdekat. Perspektif
penyidik masih melihat korban kekerasan seksual
sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Penyidik
tidak menggunakan cara pandang adanya pola relasi
yang timpang antar pelaku dengan korban. Tubuh dan
seksualitas perempuan merupakan objek yang selalu
disalahkan.

Hambatan  substansi/materi/ketentuan ~ hukum
yang ada seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Undang-Undang Pornografi belum mengatur secara
khusus tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual,
pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi
pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual,
keterpaduan penanganan. Sedangkan hambatan pada
budaya hukum, masyarakat masih menilaibahwa menjadi
korban kekerasan seksual adalah aib, merendahkan
martabat bagi keluarga korban, masyarakat sering
memberikan label negatif (stigma) bagi korban, korban
dianggap tidak bermoral, kotor sehingga korban sulit
diterima baik oleh keluarga dan komunitasnya padahal

dukungan pemulihan sangat dibutuhkan korban.

Berdasarkan temuan fakta-fakta di atas maka
sudah saatnya bagi negara untuk bertanggung
jawab melakukan pencegahan (to prevent),
perlindungan (to protect), penanganan berupa
investigasi, penuntutan, mengadili (to prosecute),
penghukuman (to punish) dan  memberikan
ganti rugi atau pemulihan (to remedy) terhadap
kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana kita sebut
sebagai prinsip Due Diligence (Uji Cermat Tuntas)
atau Prinsip 5P merupakan upaya tanggung jawab
negara dalam menghadapi terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia (Zarizana 2015: 1).
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Fakta Kejadian 15 Bentuk Kekerasan Seksual

Pendokumentasian ke-15 bentuk kekerasan seksual
yang dilakukan oleh Komnas Perempuan berasal
dari berbagai fakta kejadian kekerasan seksual sejak
tahun 1998-2013. Berikut ini fakta kejadian yang
menggambarkan ke-15 bentuk kekerasan seksual yang
diambil dari Kampanye Kits Komnas Perempuan dan
beberapa buku publikasi terbitan Komnas Perempuan:

1. Pemerkosaaan

Komnas Perempuan mendokumentasikan fakta kejadian
tindak pidana pemerkosaan, pelecehan seksual salah
satunya dalam kejadian tragedi kerusuhan Mei 1998.
Para pelaku melakukan tindak pemerkosaan, pelecehan
seksual kepada korban paling banyak dialami oleh
perempuan etnis Tionghoa. (Komnas Perempuan 1999a,
70-25) Selain tragedi kerusuhan Mei 1998, bentuk
kekerasan seksual seperti ini ditemui pada konflik
bersenjata di Poso 1998-2005, peristiwa 1965.

Fakta kejadian tersebut menggambarkan terjadinya
serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual
dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut
korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-
benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan,
ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis,
penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil
kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
(Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual
Kenali dan Tangani, 2013)

2. Intimidasi, ancaman dan percobaan pemerkosaan

Kekerasan seksual dalam bentuk intimidasi, ancaman
dan percobaan pemerkosaan ditemui pada peristiwa
1965, konflik di Poso. Fakta kejadian menandakan
adanya tindakan yang menyerang seksualitas untuk
menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada
perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan
secara langsung maupun tidak langsung melalui surat,
sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan
pemerkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
(Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual
Kenali dan Tangani, 2013)

3. Pelecehan seksual

Tindak pelecehan seksual diuraikan sebagai tindakan
seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan
sasaran organ seksual atau seksualitas korban, ia
termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan
bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi
dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di
bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat
seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,
tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan
mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban
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dan keselamatan. (Kampanye Kits Komnas Perempuan,
Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

4. Eksploitasi seksual

Fakta kejadian eksploitasi seksual merujuk pada aksi
atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang
berbeda atau kepercayaan kekuasaan yang timpang
untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada
memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial,
politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.
Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah
menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia
masuk dalam prostitusi atau pornografi. Termasuk
di dalamnya adalah tindakan mengiming-iming
perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari
perempuan. Situasi ini kerap disebut sebagai kasus
ingkar janji. Iming-iming ini menggunakan cara pikir
dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan
dengan status perkawinannya sehingga perempuan
menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan
mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi. (Kampanye
Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan
Tangani, 2013)

5. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual

Adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung,
mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan,  penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau pemberian bayaran atau

manfaat terhadap korban langsung maupun orang lain
yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun
eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan
dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.
(Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual
Kenali dan Tangani, 2013)

6. Prostitusi paksa

Tindakan prostitusi paksa merujuk pada situasi di mana
perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman,
maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen
maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak
berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi,
misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau
ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa
kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan
seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan
seksual. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan
Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

7. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual mencakup situasi-situasi di mana
perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk
menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau
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bentukkerjapaksalainnyayangpadaakhirnyamelibatkan
kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh
penyekapan. Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste mengidentifikasi
tiga pola utama perbudakan seksual: (Hal 103-104,
Seri Dokumen Kunci 8 Laporan Komisi Penerimaan,
Kebenaran, Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste Pemerkosaan,
perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan
seksual (bab 7.7) dan Rekomendasi Untuk Dunia Yang
Lebih Ramah Bagi Perempuan: Sebuah Tawaran)

1) Menahan perempuan Timor Leste di instalasi
militer, bersifat perorangan atau kelompok.
Lalu diperkosa berulang kali oleh seorang atau
sekelompok pelaku. Penahanan didukung secara
logistik dan sepengetahuan komandan militer
setempat.

2) Perempuan dipanggil jika diperlukan oleh
para anggota militer untuk tujuan seksual.
Perempuan dianggap satu kesatuan milter dan
oleh karenanya harus memberikan pelayanan
seksual untuk para anggota kesatuan tersebut
jika dan pada saat diminta untuk melakukannya.
Perempuan akan masuk dalam daftar khusus dan
informasi mengenai ketersediaan layanan seksual
dari perempuan tersebut dari satu batalion ke
batalion yang lain ketika pergantian pasukan
tentara di suatu tempat.

3) Seorang anggota pasukan keamanan
menjalankan kepemilikannya terhadap seorang
perempuan dalam situasi rumah tangga, biasanya
di rumah perempuan yang dimaksud. Pelakunya
seringkali menyampaikan ancaman mati terhadap
si perempuan atau keluarganya jika tidak bersedia
berhubungan seksual, seringkali juga melakukan
pekerjaan rumah tangga yang lain. Korban dari
pelanggaran yang berpola umum semacam ini secara
umum disebut istri simpanan TNI atau istri TNI. Namun
kenyataannya tidak pernah terjadi pernikahan atau
tidak ada persetujuan sukarela dari korban untuk
melakukan hubungan seksual dengan si pelaku.

Tindakan perbudakan seksual merujuk pada situasi
ketika pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban
sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk
memperoleh kepuasan seksual melalui perkosaan atau
bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup
situasi ketika perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa
menikah, melayanirumah tangga atau bentuk kerja paksa
lainnya, serta hubungan seksual dengan penyekapnya.
(Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual
Kenali dan Tangani, 2013)

8. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis
kekerasan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan

dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan
tersebut. Ada beberapa praktik ketika perempuan
merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti
kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun
bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan
orang yang tidak ia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin
paksa. Kedua praktik memaksa korban pemerkosaan
menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi
aib akibat pemerkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai
gantung vyaitu ketika perempuan dipaksa terus berada
dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai.
Namun gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses
dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun
otoritas lainnya. Keempat, praktik kawin cina buta yaitu
memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang
lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan
mantan suaminya, setelah talak tiga (cerai untuk ketiga
kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh
ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai
daerah. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan
Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

9. Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang
tidak ia kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman,
maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya
dialami oleh perempuan korban pemerkosaan yang
tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan
kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya
untuk menggunakan kontrasepsi perempuan itu tidak
dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan
kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap
kemanusiaan dalam Statuta Roma, vyaitu situasi
pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang
perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud
untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau
melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
(Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual
Kenali dan Tangani, 2013)

10. Pemaksaan aborsi

Fakta kejadian pemaksaan aborsi salah satunya terjadi
konflik bersenjata di Poso. Para korban adalah anak-
anak perempuan yang dihamili oleh pelaku yang
berprofesi sebagai aparat keamanan, baik militer
maupun polisi, yang sedang bertugas untuk operasi
pemulihan keamanan pasca konflik Poso. Korban tidak
pernah memberikan persetujuan untuk melakukan
aborsi, pelaku mencarikan dan memaksa korban untuk
meminum pil peluntur yang mereka berikan. Karena
meminum pil tidak berhasil keguguran, maka pelaku
memaksa korban untuk menemui dukun dan melakukan
aborsi tidak aman. Maka tindakan pemaksaan aborsi
merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan
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karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan
dari pihak lain. (Kampanye Kits Komnas Perempuan,
Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

11. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi
dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh
dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang
lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk
dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru,
tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Sekarang kasus pemaksaan kontrasepsi
biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS, dengan
alasan untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/
AIDS. Pemaksaan ini juga ditemukan pada perempuan
penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita yang
dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya
sendiri, rentan pemerkosaan dan karenanya mengurangi
beban keluarga untuk mengurus kelahiran. (Kampanye
Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan
Tangani, 2013)

12. Penyiksaan seksual

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
(CAVR) Timor Leste telah menemukan bukti bahwa
TNI mempraktikkan penyiksaan, perlakuan kejam dan
penghinaazn yang bersifat seksual terhadap pada
tahanan laki-laki dan juga perempuan. Kekerasan
seksual ini digunakan secara efektif untuk mendapatkan
informasi dari para tahanan dan memaksa mereka
memenuhi kemauan interogator. Metode-metode
yang dilaporkan: menelanjangi tahanan pada waktu
interogasi, menyundut dan menyetrum payudara dan
alat kelamin, memaksa para tahanan untuk melakukan
perbuatan seksual satu sama lain, mengambil foto para
tahanan dalam pose-pose yang menghinakan, termasuk
ketika telanjang. Menelanjangi para tahanan dan
menempatkan mereka dalam suatu situasi kerentanan
total merupakan cara untuk mematahkan semangat
mereka.

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas
perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik
jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk
memperoleh pengakuan atau keterangan darinya atau
dari pihak ketiga, atau untuk menghukumnya atas
suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan
olehnya ataupun oleh pihak ketiga. Penyiksaan seksual
juga bisadilakukan untuk mengancam atau memaksanya,
atau orang ketiga berdasarkan diskriminasi atas
alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit
dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan,
persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau
aparat penegak hukum. (Kampanye Kits Komnas
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Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa

seksual

Penghukuman tidak manusiawi adalah termasuk di
dalamnya penghukuman secara adat yang menyasar
seksualitas seperti mengarak perempuan dengan
ditelanjangi atas tuduhan melakukan perbuatan zina.
Bentuk kekerasan seksual ini ditemukan di daerah-daerah
yang hukum adatnya masih dihormati dan dilaksanakan
oleh warga setempat.

Tindakan penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa
seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan
penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang
luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk penyiksaan.
la termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman
yang mempermalukan atau untuk merendahkan
martabat manusia karena dituduh melanggar norma-
norma kesusilaan. (Kampanye Kits Komnas Perempuan,
Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013)

14. Praktik tradisi bernuansa seksual

membahayakan perempuan

yang

Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan
perempuan ditemukan pada praktik sunat pada bayi
perempuan. Tujuan penyunatan pada bayi perempuan
menurut sebuah tradisi adat bertujuan sebagai tindakan
penyucian, agar kelak menjadi perempuan baik-baik
atau tidak liar. Namun seorang pakar kesehatan dari
WHO menyatakan bahwa sunat pada bayi perempuan
akan memutuskan syaraf yang menghubungkan dengan
daya seksualitasnya, sehingga jika bayi perempuan yang
disunat maka akan mengurangi gairah seksualitasnya.
Sementara itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
6 Tahun 2014 telah mencabut Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI1/2010 tentang
Sunat Perempuan. Namun Permen ini tidak secara
tegas menghapus sunat perempuan karena dalam
Pasal 2 Permen tersebut mengatakan bahwa Majelis
Petimbangan Kesehatan dan Syara’k dimandatkan
untuk menerbitkan Pedoman penyelenggaraan sunat
perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan
perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi
atas kelamin perempuan.

Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan
agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan
dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis
maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat
pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan
dalam perspektif yang merendahkan perempuan.
Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual
Kenali dan Tangani, 2013)

15. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan
diskriminasi perempuan lewat aturan
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Kekerasan seksual dalam bentuk kontrol seksual
seringkali kita dapatkan dalam bentuk kebijakan-
kebijakan yang dinilai dikriminatif. Terdapat 21 kebijakan
daerah tentang aturan busana telah dikeluarkan dalam
rentang waktu tahun 2000-2006. Komnas Perempuan
mengkaji 2 Peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 19
tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Kabupaten Banjar dan Perda Nomor 05
Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Muslimah di
Kabupaten Bulukumba. Pengakuan seorang perempuan
pegawai negeri sipil Dompu mengatakan bahwa “jika
tidak menggunakan jilbab mereka jaga jarak dan tidak
mau jalan sama saya.” Karena para perempuan yang tidak
menggunakan jilbab akan dianggap sebagai perempuan
yang tidak bermoral.

Salah satu contoh kebijakan diskriminatif perempuan
yaitu Peraturan Daerah Tangerang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Pelarangan Pelacuran. Perda ini hadir dengan
menekankan kriminalisasi terhadap perseorangan
yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pada Pasal 4
dikatakan bahwa setiap orang yang sikap/perilakunya
mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan
bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan umum
dst. Rumusan ini membuka ruang untuk terjadinya salah
tangkap yaitu peristiwa seseorang langsung ditahan dan
diproses hukum dengan tuduhan melanggar hukum
padahal korban tidak melakukan perbuatan seperti yang
dituduhkan kepadanya. (Komnas Perempuan 2010, Atas
Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam
Tatanan Negara Bangsa Indonesia, Komnas Perempuan,
Jakarta, hal 27, 37).

Materi Muatan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual

Sepanjang 2014-2015 Komnas Perempuan bersama
mitra telah menyusun draf naskah akademik dan Draf
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual. Proses penyusunan ini melibatkan
elemen-elemen pemangku kepentingan yakni: aparat
penegak hukum, pengacara, pemerintah, tenaga ahli
DPR RI, akademisi, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga pengada layanan, tokoh adat, tokoh agama dan
tokoh masyarakat. Proses penyusunan kedua dokumen
ini dilakukan bertempat di Maumere (NTT), Semarang
Jawa Tengah dan Jakarta.

Dalam rangkaian

rumusan konstruksi

proses diskusi membangun
hukum pidana, ke-15 bentuk
kekerasan seksual sementara ini diklasifikasi menjadi 6
bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi:

1. Pelecehan seksual
2. Kontrol seksual
3. Perkosaan

4. Eksploitasi seksual
5. Penyiksaan seksual
6. Perlakuan atau penghukuman lain tidak
manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas

dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran

Pengklasifikasian ke-6 bentuk tindak pidana
kekerasan seksual berdasarkan atas kesamaan unsur-
unsur delik pidana. Keenam bentuk kekerasan seksual
diatur pada Bab IV Pasal 5-11 Draf RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual (Draft RUU PKS per20 November
2015).

Berikut ini penjabaran 6 bentuk tindak pidana
kekerasan seksual berdasarkan draf RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual:

1. Tindak pidana pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual
yang memuat unsur-unsur pidana yakni ada tindakan
menghina dan/atau menyerang tubuh dan/atau
seksualitas seseorang. Tindak pidana pelecehan seksual
memuat dua bentuk kekerasan seksual yakni: pelecehan
seksual dan intimidasi seksual.

Definisi pelecehan seksual menurut draf RUU ini adalah
melakukan tindakan menghina, menyerang tubuh
dan seksualitas seseorang, diarahkan, diucapkan,
ditunjukkan pada seseorang, secara fisik, psikologis
untuk kenikmatan seksual dan atau kepentingan korban,
mengakibatkan tidak nyaman, perendahan martabat,
ketakutan dan penderitaan korban.

2. Tindak pidana kontrol seksual

Tindak pidana kontrol seksual merupakan manifestasi
perbuatan pidana yang mengontrol tubuh dan
seksualitas perempuan sebagai objek. Kelima belas (ke-
15) bentuk kekerasan seksual yang memiliki kesamaan
unsur delik pidana antara lain: Pemaksaan menggunakan
atau tidak menggunakan busana tertentu, pemaksaan
kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan sterilisasi dan
pemaksaan perkawinan.

Kesamaan unsur delik pidana untuk kelompok ini adalah
setiap orang, secara paksa atau tanpa kesepakatan,
dengan tujuan mengontrol, menguasai, memiliki,
merendahkan, mengintervensi tubuh dan seksualitas
korban, yang berakibat korban terkurangi haknya atas
penikmatan kedaulatan tubuh dan seksualitasnya dan/
atau ketidaknyamanan dalam bersosialisasi dengan
masyarakat.

Definisi kontrol seksual yang diatur di dalam draf
RUU ini adalah tindakan yang dilakukan dengan
paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan
dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan,
penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil
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keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas
seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak
berbuat.

3. Tindak pidana pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan di dalam draf RUU ini
memuat pengertian adanya tindakan seksual dengan
menggunakan alat kelamin atau anggota tubuh lainnya
atau benda ke arah dan/atau ke dalam organ tubuh yaitu
pada vagina, anus, mulut, atau anggota tubuh lain, tanpa
kesepakatan korban atau bertentangan dengan kehendak
korban, dilakukan dengan cara paksa, atau kekerasan,
atau ancaman kekerasan, atau tekanan psikis, atau
bujuk rayu, atau tipu muslihat, atau terhadap seseorang
yang tidak mampu memberikan persetujuan yang
sesungguhnya.

Untuk mengakomodir perkembangan ragam tindak
pidana pemerkosaan di dalam masyarakat maka
pemerkosaan yang diatur dalam draf RUU ini meliputi
pemerkosaan di dalam dan diluar hubungan perkawinan.
Perluasan definisi dan pengkategorian pemerkosaan
telah menjawab atas kegelisahan para korban KDRT.
Karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
tidak mengatur tentang pemerkosaan di dalam rumah
tangga, termasuk KUHP.

4. Tindak pidana eksploitasi seksual

Pengelompokan tindak pidana eksploitasi seksual
memuat 4 bentuk kekerasan seksual yakni: eksploitasi
seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual,
perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Unsur
delikpidanadariempatbentukkekerasanseksualtersebut
antara lain: melakukan tindakan mengeksploitasi tubuh
dan seksualitas korban dengan maksud memperoleh
keuntungan seksual, ekonomi, sosial dan/atau politik,
baik secara materiil dan/atau immateriil, menyebabkan
korban mengalami penderitaan ekonomi politik, sosial,
seksual, psikologis.

Dalam draf RUU ini definisi tindak pidana eksploitasi
seksual adalah pemanfaatan tubuh dan/atau seksualitas
korban tanpa persetujuan korban yang meliputi pada
pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan
untuk mendapatkan keuntungan seksual, ekonomi,
sosial dan/atau politik, baik secara materiil dan/atau
immateriil, dengan cara:

a. menggunakan kekuasaan, ancaman dan/
atau penyalahgunaan kepercayaan untuk
menjadikan  seseorang sebagai pekerja
seks untuk orang lain, dengan maksud
menguntungkan dirinya sendiri atau orang
lain;

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan
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b. melakukan perbudakan seksual dengan
menguasai kepemilikan atas tubuh korban
dan menghilangkan kemerdekaan korban;

c. merekrut, mengangkut, menampung,
mengirim, memindahkan atau menerima
seseorangdenganancaman kekerasan,dengan
dan/atau penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan,
penjeratan utang atau pemberian manfaat
terhadap korban secara langsung maupun
orang lain yang menguasainya untuk tujuan

eksploitasi seksual, termasuk perbudakan
dan/atau pelacuran, untuk memperoleh
keuntungan materiil dan/atau immateriil

bagi dirinya atau untuk orang ketiga, dengan
maksud menguntungkan dirinya sendiri atau
orang lain;

(1) Dianggap juga tindak pidana eksploitasi
seksual, apabila pelaku melakukan
hubungan seksual terhadap korban
dengan cara:

a. memberikan iming-iming, atau
bujuk rayu, atau tipu muslihat dan/

atau janji kawin kepada korban;

b. mengondisikan korban berada
posisi
pelaku, sehingga korban menjadi
tergantung kepada
untuk memperoleh pemenuhan

kebutuhan korban;

dalam subordinat  dari

pelaku

(2) Persetujuan korban eksploitasi seksual
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
tidak menghilangkan penuntutan tindak
pidana eksploitasi seksual.

5. Tindak pidana penyiksaan seksual

Berdasarkan draf RUU ini maka definisi tindak pidana
penyiksaan seksual adalah tindakan yang sengaja
dimaksudkan untuk menghina, merendahkan martabat,
dan/atau menyerang tubuh dan/atau seksualitas dengan
sepengetahuan, persetujuan, persetujuan diam-diam
atau pembiaran oleh pejabat yang bertujuan untuk:

a. memperoleh pengakuan atau keterangan
saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga;

b. menghukum atas suatu perbuatan saksi dan/
atau korban yang telah atau diduga telah
dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga;
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¢. mengancam atau memaksa sanksi dan/atau
korban atau orang ketiga; atau

d. suatu alasan didasarkan

diskriminasi.

yang pada

6. Tindak pidana perlakuan atau penghukuman lain
tidak manusiawi

Perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang
menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi
sebagai sasaran seperti: tindakan menyakiti, membuat
rasa takut, dan/atau membuat rasa malu terkait dengan
tubuh, organ reproduksi, dan/atau seksualitas.

Selain memuat ke-6 bentuk tindak pidana kekerasan
seksual, sebagai sebuah payung hukum yang khusus
dan komprehensif maka RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual mengatur upaya pencegahan yang memuat
upaya untuk menyusun kebijakan internal di lembaga
negara, korporasi dan masyarakat sipil, melakukan
upaya penghapusan kebijakan-kebijakan daerah yang
diskriminatif. Selain itu negara dalam hal ini pemerintah
daerah dan pusat wajib menyusun programdananggaran
di internal masih-masing kelembagaan dan menyusun
laporan yang memuat data korban dan penanganan
kasus kekerasan seksual.

Kendala utama dalam mengungkap kasus
kekerasan seksual adalah pada keterangan saksi
dan atau korban. Draf RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual memberikan penegasan kepada pelaksana
yakni pemerintah, institusi aparat penegak hukum
serta Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)
untuk memberikan perlindungan saksi dan/
atau korban. Negara berkewajiban memberikan
rasa aman bagi korban, terbebas dari tekanan,
ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Negara
harus mampu mengembalikan kondisi korban
pada kondisi lebih baik daripada kondisi sebelum
terjadinya kekerasan, memastikan terpenuhinya
hak-hak korban berupa restitusi, pemulihan,
layanan pendampingan khusus, akomodasi,
pelayanan profesional bagi korban berkebutuhan
khusus. Oleh karena itu lembaga negara seperti
LPSK, kepolisian atau pemerintah melalui
pusat pelayanan dan layanan pengaduan wajib
melakukan pemulihan kesehatan, pemulihan
psikologi, sosial, bantuan hukum, pemulangan dan
reintegrasi sosial.

Penderitaan akibat tindak pidana kekerasan seksual
bukan hanya dialami oleh korban semata namun
termasuk orang tua, komunitas dan masyarakat di
lingkungan korban. Untuk itu penanganan pemulihan
secara komprehensif wajib seperti upaya identifikasi
korban oleh pusat pelayanan terpadu dengan melibatkan
keluarga, pendamping dan komunitas, berkoordinasi

dengan kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban. Pemerintah wajib melakukan pendidikan,
penyuluhan, kunjungan kepada pimpinan masyarakat,
komunitas untuk menggalang
kebutuhan korban. Selain itu upaya menyelenggarakan
terapi dan atau pembentukan kelompok dukungan,

konseling keluarga,

membangun kesadaran dan institusi masyarakat untuk
pemulihan nama baik dan dukungan aktif masyarakat
terhadap korban merupakan hal penting yang harus
dilakukan.

Mengingat kasus kekerasan seksual semakin
meningkat jumlahnya, maka perlu membuat pengaturan
tentang sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual
termasuk lembaga pemasyarakatan
yang dapat menciptakan agar para pelaku tidak

lagi mengulangi tindak kekerasan seksualnya. Maka

mekanisme

kekhususan dalam RUU ini adalah mengatur rehabilitasi
pelaku. Selama ini badan pemasyarakatan dan lembaga
pemasyarakatan merupakan institusi pelaksana untuk
melakukan penahanan terdakwa setelah putusan hakim
di persidangan. Dalam draf RUU ini memandatkan
kepada kedua
kerjasama program dalam rehabilitasi pelaku yakni
mengubah perspektif pelaku tentang relasi yang adil,
mengubah pola pikir dan tingkah laku, penghormatan

institusi tersebut untuk melakukan

hak asasi manusia agar pelaku dapat mencegah tindak
kekerasan seksual yang berulang ketika tahanan kembali
kepada keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan
tempat tinggal pelaku.

Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selain
memuat hukum materiil juga memuat hukum formil
yakni hukum acara peradilan khusus. Tahap pelaporan
merupakan pintu masuk dari seluruh rangkaian proses
hukum sebelum penyidikan, penuntutan, pengadilan,
pengawasan dan pengamatan hakim. Draf RUU ini
mewajibkan bagi institusi aparat penegak hukum
mendapatkan pelatihan teknis tentang peradilan pidana
kekerasan seksual. Bagi aparat penegak hukum yang
menangani kasus kekerasan seksual disyaratkan untuk
memiliki pengalaman, mempunyai minat, perhatian,
dedikasi dan memahami masalah kekerasan seksual.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Komnas
Perempuan

Perjuangan mengadvokasi Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual telah dimulai
dengan kampanye kekerasan seksual bertema Kenali
dan Tangani, yang dilakukan sejak tahun 2010-2014.
Kampanye ini diselenggarakan bersamaan dengan

peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
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dimulai sejak 25 November sampai 18 Desember setiap
tahunnya, yang biasa disebut sebagai kampanye 16
hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye
bertujuan
pengetahuan masyarakat untuk menemukenali bentuk-
bentuk kekerasan seksual baik di ranah privat, komuntas
maupunnegara, melakukanpendampingan, penanganan
korban kekerasan seksual dengan merujuk kepada
lembaga pengada layanan, sekaligus mendorong upaya
advokasi bersama untuk mendesakkan sebuah payung
hukum berupa Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual, sebagai kebutuhan masyarakat dalam
menghadapi kondisi darurat kekerasan seksual.

kekerasan  seksual untuk  membuka

Sepanjang 2014-2015 Komnas Perempuan bersama
mitra telah menyusun draf naskah akademik dan draf
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Penyusunan draf
RUU diawali dengan membangun konstruksi hukum
pidana kekerasan seksual, merumuskan kesamaan
delik pidana dari 15 bentuk kekerasan seksual yang
sementara ini menjadi 6 tindak pidana kekerasan seksual,
melakukan harmonisasi dengan ketentuan hukum yang
ada, memperkuat argumentasi muatan materi RUU.
Dalam perumusan draf naskah akademik RUU Komnas
Perempuan melakukan konsultasi dengan Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagai lembaga
yang memiliki kewenangan dalam memberikan arahan
terhadap penyusunan draf naskah akademik, yang
berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Komnas Perempuan bersama mitra telah melakukan
audiensi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pada akhirnya KPPPA
berkomitmen untuk mendukung RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual menjadi Prolegnas (Program Legislasi
Nasional) prioritas 2016. Di samping melakukan upaya
lobi dengan pemerintah, dalam setiap kesempatan baik
berdiskusi dengan mahasiswa, organisasi massa, media
massa maka Komnas Perempuan selalu menyinergikan
dengan kampanye mendesak lahirnya Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual. Strategi kampanye ini
diperkuat dengan kerja-kerja mitra Komnas Perempuan
yang berada di daerah-daerah.

Upaya audiensi dan lobi terus dilakukan kepada 11
Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI), Komisi Ill dan Komisi VIIl, Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kaukus Perempuan
Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) termasuk para
tenaga ahli anggota DPR RI. Akhirnya perjuangan telah
membuahkan hasil, dalam keputusan paripurna Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan
keputusan paripurna Fraksi Partai Demokrat menyatakan

Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan
Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims'Survival

secara tertulis untuk mendukung dan mendorong RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas
jangka menengah dan Prolegnas prioritas 2016. Selain
itu Komnas Perempuan mengapresiasi upaya yang telah
dilakukan oleh dua orang tokoh perempuan parlemen RI
dalam memperjuangkan RUU ini hingga masuk dalam
Prolegnas prioritas 2016. Mengingat RUU ini di awal tidak
masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019.

Dalam perjalanan mengadvokasi RUU ini, tentunya
banyak mengalami hambatan seperti Komisi lll agak sulit
ditembus mengingat Komisi ini tetap memprioritaskan
pada pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (RKUHP) karena sudah tiga periode
belum juga diselesaikan. Namun walapun demikian
Komnas Perempuan terus bekerjasama, bersinergi bahu
membahu bersama mitra, pemangku kepentingan terkait
agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dibahas
apakah nantinya sebagai usulan RUU atas inisiatif DPR
ataupun atas inisiatif Pemerintah.

Penutup

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap
kemanusiaan, pelanggaranterhadap harkatdan martabat
kemanusiaan dan kekerasan berbasis gender untuk
itu tindak pidana kekerasan seksual harus dihapuskan.
Hal ini diperkuat oleh data Komnas Perempuan bahwa
sepanjang 1998-2013 berdasarkan hasil pemantauan
dan pendokumentasian telah menemukenali sebanyak
15 bentuk kekerasan seksual. Sementara ini dari ke-
15 bentuk kekerasan seksual diklasifikasi menjadi 6
bentuk tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan
atas kesamaan unsur delik pidananya. Fakta kejadian
mencatat bahwa kasus kekerasan seksual banyak dialami
oleh perempuan dan anak, sementara penanganan kasus
kekerasan seksual mengalami hambatan dalam sistem
hukum sehingga pelaku seringkali tidak dapat dijerat
oleh sanksi hukum yang ada. Oleh karena itu negara
harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi
manusia yang dilakukan oleh individu, korporasi bahkan
negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Mewujudkan hadirnya Undang-Undang tentang
Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan tanggung
jawab negara dalam memenuhi prinsip due dilligent
pencegahan (to prevent), perlindungan (to
protect), penanganan berupa investigasi, penuntutan,
mengadili (to prosecute), penghukuman (to punish) dan
memberikan ganti rugi atau pemulihan (to remedy).
Untuk menjawab persoalan darurat kekerasan seksual
maka Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan
Seksual mengatur secara khusus dan komprehensif

yakni
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tentang pencegahan, penanganan, perlindungan
saksi dan/atau korban, pemulihan komprehensif untuk
korban, rehabilitasi pelaku, hukum acara peradilan
pidana kekerasan seksual, kewajiban negara, peran serta
masyarakat, pemidanaan.

Peluang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah
masuk daftar Prolegnas tambahan 2015-2019 harus terus
direbut dan diperjuangkan agar RUU ini dapat dibahas
dan disahkan dalam rentang periode ini. Karena apabila
RUU ini disahkan maka cita-cita penghapusan kekerasan

seksual dapat diwujudkan termasuk mendorong
pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan
pemulihan.
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